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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
1. PT. Bersama Selaras 
a. Profil Perusahaan 
PT. Bersama Selaras adalah sebuah Perusahaan Swasta 
Nasional yang bergerak dibidang Jasa Alih Daya (Outsourcing)
dengan penyediaan Jasa Tenaga Kerja yang Profesional dan 
Handal: cleaning service, cleaning sofa, pest control dan jasa 
outsourcing lainnya yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 
Sejarah dari PT. Bersama Selaras adalah sebuah proses 
perjalanan yang meliputi jasa, nilai-nilai kehidupan, tujuan dan 
kepemimpinan. Telah berjuang lebih dari 5 tahun yang dimulai dari 
sebuah bisnis yang ingin maju dengan berlandaskan komitmen 
untuk memberikan layanan terbaik dalam bidangnya. Oleh 
karenanya, untuk mendukung sisi legalitas dari perusahaan maka 
mewadahi dalam naungan PT. Bersama Selaras yang dilengkapi 
dengan NPWK, SIUP, TDP serta ijin operasional dari Dinas 
Tenaga Kerja dan intansi yang terkait. 
PT. Bersama Selaras, perusahaan pengelola Sumber Daya 
Manusia menjadi mediator yang handal dalam mempertemukan 





dengan pencari kerja. Oleh karena itu pengalihan Sumber Daya 
Manusia dalam pekerjaan yang bukan merupakan fungsi strategis 
dari aktivitas inti sebuah perusahaan sangat diperlukan untuk 
mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis.  
PT. Bersama Selaras berlokasi di daerah Sawojajar Kota 
Malang, tepatnya di Jl. Terusan Danau Kerinci 1 E/27 Sawojajar, 
Malang Jawa Timur. Hingga saat ini PT. Bersama Selaras memiliki 
jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 900 orang yang terbagi 
dalam 2 jenis pekerjaan dan tersebar dibeberapa kota.  
b. Tujuan Perusahaan 
Visi :  
Menjadi perusahaan mitra kerja yang mempunyai standard mutu. 
Misi :
- Menyediakan SDM yang memiliki kesehatan, moral dan 
disiplin yang baik. 
- Menempatkan SDM sesuai dengan kemampuannya. 
- Membantu minat kepercayaan diri dan wawasan SDM. 
- Membantu rasa tanggung jawab SDM terhadap perusahaan. 
- Membantu mengevaluasi setiap permasalahan yang terjadi 
dilingkungan kerja. 
- Membantu meningkatkan ketrampilan dan kemampuan SDM. 
Motto : 





c. Data Perusahaan 
Nama Perusahaan  : PT. Bersama Selaras 
Jenis Perusahaan  : PT (Perseroan Terbatas) 
Alamat Perusahaan  : Jl. Terusan Danau Kerinci 1 E/27 
Sawojajar - Malang 
Tanggal Pendirian  : 04 Maret 2010 
Nomor Telepon : (0341) 726453 
E-mail   : bersamaselaras@yahoo.com 
WEB   : www.bersamaselaras.com
Rekening Bank : 0113 203 223 Bank BCA 
NPWP   : 21.088.381.5-657.000
SPPKP   : PEM261/WPJ.12/KP.1003/2011 
SIUP   : 510/591-676/421.113/2011/P.I 
IJIN DISNAKER : 001/BS-P/VII/10 
JAMSOSTEK  : NN 022 183 
TDP   : 132 517 400 776 
Bidang Usaha   :
- Perekrutan dan Penyedia Jasa Tenaga 
Kerja 
- Human Resources Consultant 
- Executive Search 
- Training Organizer 





- Cleaning Service 
- Outsourcing 
- Landscaping 
Mitra   :
- PT. Subur Aman – Malang (2 tahunan), cleaning service. 
- PT. Ramayana Lestari Sentosa – Banyuwangi 01 Des 2008 –
sekarang (tahunan). 
- PT. Bentoel Prima- Malang (2 tahunan), cleaning service, 
garden, dan helper. 
- Dll.























2. CV. Afindo Sukses Mandiri 
a. Profil Peruasahaan 
OCM didirikan pada tahun 2013 dengan nama Omah Clean 
Malang untuk menangkap peluang dari banyaknya permintaan jasa 
kebersihan dan harga yang ekonomis di Malang Raya. Berawal dari 
mengerjakan proyek-proyek kebersihan lepas (general 
cleaning),Omah Clean Malang berkembang menjadi perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja kebersihan (outsourcing) untuk produk 
daily cleaning atau kebersihan harian di beberapa instansi bisnis di 
Kota Malang. 
Pada tahun 2016, jasa cleaning OCM menunjukan 
perkembangan signifikan, baik dari skala usaha, banyaknya klien, 
penetapan standar dan kualitas kerja, dan makin bertambahnya 
jumlah karyawan kami, sehingga pada bulan September 2016, jasa 
cleaning OCM resmi dikelola oleh CV. Afindo Sukses Mandiri dan 
berubah nama menjadi Outstanding Cleaning Management. CV. 
Afindo Sukses Mandiri berlokasi di Perum. Griya Shanta Permata 
Blok N-522 Malang. 
b. Tujuan Peruasahaan 
Visi : 
Menjadi Local Champion Cleaning Service Company yang 






- Memberikan pelayanan dengan kualitas prima, baik dari hasil 
pekerjaan maupun dari kualitas SDM yang amanah, jujur dan 
handal kepada seluruh customer. 
- Berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan 
kesejahteraan dan mengembangkan potensi karyawan dalam 
berkarir diperusahaan. 
- Menjadi perusahaan jasa kebersihan yang berkembang, dengan 
selalu melakukan inovasi dan kreasi sesuai dengan kebutuhan 
pasar, dan senantiasa mempertahankan kualitas pekerjaan 
terbaik. 
c. Tenaga kerja / Operator 
- Tenaga kerja / cleaner ditraining terlebih dahulu sebelum 
bekerja dilapangan dan dilatih berbagai pengetahuan tentang 
pekerjaan di bidang cleaning service serta mempunyai standar 
basic houskeeping
- Tenaga kerja/cleaner dilengkapi dengan perlengkapan standar 
operasional berupa uniform, sepatu, dan ID card serta 
diwajibkan mematuhi standard grooming yang ditetapkan oleh 
perusahaan.
- Tenaga kerja/ cleaner yang melaksanakan tugas cleaning 





disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. 
3. Dinas Tenaga Kerja 
a. Profil Perusahaan 
Dinas Tenaga Kerja Kota Malang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di 
bidang ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan dan 
pelaksanaan ketenagakerjaan serta pengendaliannya sesuai dengan 
kebijaksanaan Walikota. 
Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah 
yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara 
prinsip dan praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka 
Pemerintah Kota Malang dengan Peraturan Walikota Malang 
Nomor 44 tahun 2012 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan 
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang telah menentukan 
Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu perangkat daerah untuk 
melaksanakan fungsi Ketenagakerjaan dalam penyelengaraan 
Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. 
Dinas Tenaga Kerja Kota Malang beralamat di Perkantoran 
Terpadu Gedung B Lt. 3 Jl. Meyjen Sungkono Malang dengan 
jumlah karyawan per Januari 2014 sebanyak 41 orang Pegawai  
Negeri Sipil. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Malang saat 





Adapun sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Malang:  
1) Meningkatkan Kompetensi  dan produktifitas tenaga kerja 
serta perluasan kesempatan kerja; 
2) Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim 
usaha yang kondusif dan harmonis; 
b. Tujuan Dinas Tenaga Kerja 
1) Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk 
meningkatkan produktifitas kerja dan perluasan kesempatan 
kerja; 
2) Mewujudkan hubugan industrial yang harmonis dan perbaikan 
syarat kerja untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, 
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja. 
Visi: 
Terwujudnya tenaga kerja yang kompetitif, sukses transmigrasi, 
terjalinnya Hubungan Industrial yang harmonis, dan perlindungan 
tenaga kerja menuju pelayanan prima. 
Misi: 
Adapun misi Dinas Tenaga Kerja Kota Malang adalah: 
1) Membina dan mengembangkan ketrampilan/kompetensi dan 
produktifitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing dan 





2) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan 
ketenangan dalam bekerja, serta meningkatkan pengawasan dan 
perlindungan tenaga kerja; 

























































SOP Bidang Hubungan Industrial 
- Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh 
- Pengesahan Peraturan Perusahaan  
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 
- Penyelesaian perselisihan melalui Mediator/perantara 
Hubungan Industrial 
- Penerbitan rekomendasi operasional Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja/buruh (PPJP) 
- Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
- Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit 
- Pelaporan Jenis Pekerjaan penunjang 
- Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 
- Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/buruh 
- Pencatatan Perjanjian Kerja dalam Penyediaan Jasa 
Pekerja/buruh 
B. Hubungan Hukum antara Tenaga Kerja Outsourcing dengan 
Perusahaan Alih Daya (outsourcing) dan Perusahaan Penyedia 
Pekerjaan (principal) Dalam Suatu Perjanjian Outsourcing.
Outsourcing jika dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan merupakan 
hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerja/penyedia 
jasa pekerja. Pada hubungan ini ditemukan tiga pihak yaitu perusahaan 
pemborongan pekerja atau perusahaan penyedia jasa pekerja, yang sering 





perusahaan pengguna pekerja atau perusahaan pemberi pekerjaan, dan 
pekerja/buruh itu sendiri. 
Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan, perjanjian antara 
penyedia jasa outsourcing CV. Afindo Sukses Mandiri dengan tenaga kerja 
outsourcing dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat Perjanjian 
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Selain melakukan penelitian pada CV. 
Afindo Sukses Mandiri, penulis juga melakukan penelitian pada 
perusaahaan outsourcing PT. Bersama Selaras, dimana penulis meneliti 
tentang perjanjian kerja antara PT. Bersama Selaras dengan tenaga kerja 
outsourcing dengan ketentuan yang pertama: 
1. Masa Kontrak CV. Afindo Sukses Mandiri 
a. Masa berlaku kontrak ini adalah 3 bulan, apabila PIHAK KEDUA 
selama tiga bulan terhitung mulai Minggu, 10 mei 2017                                                           
tersebut melaksanakan tugas dengan baik,maka kontrak ini akan 
diperpanjang secara otomatis hingga berakhirnya perikatan antara 
PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA (Klien). 
b. Masa kontrak ini dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh PIHAK 
PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mempunyai kinerja yang 
dapat merugikan perusahaan. 
Dalam surat perjanjian diatas dimaksudkan bahwa pihak II 
(tenaga kerja) bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak 
dengan pihak I (perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh). Masa kontrak 
dapat berhenti secara sepihak jika tenaga kerja melakukan perbuatan 
yang dapat merugikan perusahaan tenaga kerja itu bekerja/perusahaan 





terjadi kesepakatan antara CV. Afindo Sukses Mandiri dengan tenaga 
kerja. 
Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat 
sah.nya perjanjian yakni adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri. 
Sepakat atas jangka waktu dan berakhirnya suatu pekerjaan tertentu. 
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama 
a. PIHAK PERTAMA memiliki hak memperpanjang, memperbarui 
atau tidak memperbarui kontrak. 
b. Memberikan arahan, bimbingan, pembinaan, perintah, dan 
peringatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugasnya 
secara baik dan bertanggung jawab. 
c. Menugaskan PIHAK KEDUA pada satuan unit kerja cleaning 
service dan memberikan uraian tugas secara rinci dalam setiap 
penugasan. 
d. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA segala peraturan dan tata 
tertib yang berlaku di perusahaan. 
e. PIHAK PERTAMA membayar gaji sebesar Rp. 1.525.000,-             
Per bulan dengan rincian gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- 
insentif sebesar Rp. 500.00,- dan tunjangan kesehatan sebesar  
Rp. 25.000,- 
f. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan THR (tunjangan 
hari raya), sebesar 1/12 dari gaji pokok dikalikan jumlah masa 
kerja karyawan dihitung dari hari raya tahun sebelumnya. 
g. PIHAK PERTAMA tidak memberikan lembur kepada PIHAK 
KEDUA, kecuali atas permintaan dari PIHAK KETIGA (klien). 
h. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi kinerja dan 
perilaku PIHAK KEDUA secara rutin sebagai pertimbangan untuk 
perpanjangan, pembaruan atau penghentian kontrak kerja bagi 
PIHAK KEDUA. 
Pada bagian hak dan kewajiban pihak pertama berisikan 
mengenai, hak pihak pertama untuk memperpanjang, memperbarui atau 





kinerja secara rutin sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang 
atau tidak memperpanjang pihak kedua. 
Pihak pertama juga berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, 
pembinaan, perintah kepada pihak kedua dan menugaskan pihak kedua 
pada satuan kerja cleaning service serta memberikan uraian tugasnya. 
Namun pada perjanjian ini tidak dituliskan lokasi/tempat penempatan 
tenaga kerja. Dalam isi perjanjian ini pula pihak pertama berkewajiban 
membayar gaji sebesar Rp. 1.525.000,- Akan tetapi upah yang 
diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 89 
ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 yang berbunyi: “Upah minimum 
sebagaimana dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :” 
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;  
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota; 
Upah yang diberikan pihak pertama sebesar Rp. 1.525.000,- 
padahal upah minimum Kota Malang tahun 2017 sebesar Rp. 
2.368.510,- 
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 
a. PIHAK KEDUA sebagai pekerja memiliki hak untuk menerima 
gaji setiap bulan dan THR sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh PIHAK PERTAMA. 
b. PIHAK KEDUA wajib mengikuti training cleaning service 
sebelum melaksanakan tugas di lapangan dan PIHAK PERTAMA 
akan memasilitasi program training tersebut. 
c. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dan perintah 





mematuhi peraturan, tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di 
Perusahaan. 
d. PIHAK KEDUA wajib memenuhi dan mematuhi jam kerja yang 
berlaku di area PIHAK KETIGA (klien) sesuai dengan jadwal 
absensi yang dikeluarkan setiap bulan oleh PIHAK PERTAMA. 
e. PIHAK KEDUA wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp. 
250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan 
oleh PIHAK PERTAMA apabila mengundurkan diri sesuai dengan 
peraturan Perusahaan. 
f. PIHAK KEDUA maksimal mendapatkan ijin 3 (tiga) hari selama 
sebulan dan dikenakan potongan sebesar Rp. 50.000/hari, apabila 
sakit dengan Surat Dokter yang harus disampaikan segera mungkin 
kepada perusahaan dikenakan potongan sebesar Rp. 25.000/hari, 
apabila ada keluarga inti yang meninggal mendapatkan ijin 2 hari 
dengan potongan sebesar Rp. 50.000/hari, sedangkan untuk ijin 
menikah selama 3 (tiga) hari tanpa potongan. 
g. PIHAK KEDUA wajib melaporkan dan membuat surat pengajuan 
pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA minimal 2 minggu 
sebelumnya, apabila PIHAK KEDUA tidak melalui proses 
pengunduran diri sebagaimana diisyaratkan oleh PIHAK 
PERTAMA maka uang jaminan PIHAK KEDUA tidak akan 
dikembalikan. 
h. Apabila peralatan berupa mesin, alat kebersihan, dan chemical 
rusak atau hilang di lokasi kerja karena kelalaian PIHAK KEDUA, 
maka PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis dan dapat 
mempertanggungjawabkannya. 
Jika kita cermati isi perjanjian pada hak dan kewajiban pihak 
kedua, hak daripada pihak kedua hanya terletak pada hak untuk 
menerima gaji disetiap bulannya dan THR sesuai dengan yang telah 
ditentukan pada perjanjian sebelumnya. Pada bagian ini pihak kedua 
wajib mengikuti training cleaning service sebelum melakukan praktek 
dilapangan. Pihak kedua juga wajib memenuhi dan mematuhi jam kerja 
yang berlaku di area pihak ketiga. Pihak kedua juga diwajibkan untuk 





dikembalikan apabila pihak kedua mengundurkan diri asalkan sesuai 
dengan peraturan perusahaan. Selain itu pihak kedua juga harus 
menaanti beberapa ketetentuan apabila ijin/sakit. 
Sebenarnya perjanjian kerja ini merupakan perjanjian yang dibuat 
secara sepihak oleh pihak pertama, yang mengharuskan pihak kedua 
untuk tunduk dan patuh pada isi perjanjian tersebut. Termasuk ketika 
pekerja itu tidak dapat melakukan pekerjaannya, maka akan ada 
pemotongan upah pada setiap harinya ketika pekerja tidak masuk. Hal 
ini sebenarnya dapat membebani para pekerja yang memliki posisi 
sangat lemah dalam perjanjian kerja terebut, karna jika kita mengacu 
aturan yang berlaku dalam Pasal 93 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 
mengatur pengecualian ketentuan apabila pekerja/buruh tidak 
melakukan pekerjaan namun pihak pertama tetap wajib membayarkan 
upahnya. Adapun bunyi Pasal 93 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 
antara lain: 
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua 
masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 
menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri 
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak 
atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga 





d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 
menjalankan kewajiban terhadap negara;  
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;  
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan 
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan 
sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari 
pengusaha; pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;  
g. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh 
atas persetujuan pengusaha; dan  
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusaha 
Jelas sudah apa yang dilakukan CV. Afindo Sukses Mandiri tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketenagakerjaan. Hal ini 
sangat disayang kan, karena CV. Afindo Sukses Mandiri tidak dapat 
memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja walaupun 
pekerja tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban karna beberapa 
alasan tersebut diatas. 
2. Kententuan Kontrak pada PT. Bersama Selaras 
PASAL 1 
PIHAK KEDUA menyatakan dengan ini menerima dan menyetujui 
untuk ditempatkan oleh PIHAK KESATU di PT. Bentoel Group selama 
12 (dua belas) bulan di: 
Departement  : Service 
Terthitung mulai : 1 Februari 2017 





Dengan upah/gaji : Bulanan 
Dalam pasal 1 di atas kedua belah pihak telah sepakat untuk 
melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu dan pihak kedua bersedia 
untuk ditempatkan oleh pihak kesatu di PT. Bentoel Group dengan 
posisi cleaning service selama 12 bulan. Dengan upah yang diberikan 
pada setiap bulannya. 
Pasal 1 perjanjian kerja tersebut telah sesuai dengan pasal 56 UU
No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi :  
1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 
tertentu 
2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 didasarkan atas :  
a. Jangka waktu; atau 
b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu 
PASAL 2 
1) Selama  berlakunya perjanjian ini, PIHAK KESATU memberikan 
imbalan upah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 
menyatakan, menyetujui pelaksanaan pembayaran upah bulanan 
yang diterimakan setiap tanggal 10 sebesar Rp. 2.368.510,- setiap 
bulannya,dan terhitung sejak bulan Februari upah bulanan yang 
diterimakan setiap tanggal 10 sebesar/sesuai UMK 2017 Kabupaten 
Malang. 
2) Setiap imbalan berupa jasa tersebut pada pasal 2 ayat 1 perjanjian 
ini, PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan Tunjangan Hari 
Raya (THR) 





Pasal 2 menjelaskan tentang kewajiban pihak pertama untuk 
membayarkan imbalan berupa upah bulanan kepada pihak kedua setiap 
tanggal 10 sesuai dengan UMK Kabupaten Malang sebesar 
Rp.2.368.510, yang telah disetujui oleh pihak kedua. Serta pihak 
pertama setuju untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan 
setiap karyawan berhak untuk diikutkan JAMSOSTEK sesuai UU yang 
berlaku. 
Oleh karena pemerintah menerbitkan UU No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan pasal 88 menyebutkan sebagai berikut:  
1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh. 
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:  
a. upah minimum;  
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 





f. bentuk dan cara pembayaran upah;  
g. denda dan potongan upah;  
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan 
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.  
PASAL 3 
1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan baik, jujur, 
loyal serta bertanggung jawab pada atasan dan pimpinan 
perusahaan. 
2. PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan melaksanakan Tata Tertib 
dan Disiplin kerja maupun peraturan lainnya yang berlaku di 
lingkungan perusahaan. 
3. Atas dasar pertimbangan PIHAK KESATU sendiri, PIHAK 
KEDUA dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa harus 
menunggu berakhirnya perjanjian ini, serta PIHAK KEDUA tidak 
berhak menuntut pesangon dan uang jasa dengan dalih dan atas 
dasar apapun juga kepada PIHAK KESATU. 
Pasal 3 ini menguraikan tentang kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh tenaga kerja outsourcing sesuai dengan kesepakatan 
dalam perjanjian tersebut. Dalam pasal ini pihak kedua wajib bersikap 
jujur dan dapat bertanggung jawab dengan baik pada atasan dan 
pimpinan perusahaan. Pihak kedua juga wajib mematuhi tata tertib dan 





kerja. Dalam hal ini PT. Bersama Selaras telah memenuhi persyaratan 
formal perjanjian kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 54 ayat (1) 
yang berbunyi:  
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. Nama, jenis kerlamin, umur, dan alamat pekerja; 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan 
d. Tempat pekerjaan 
e. Adanya upah dan cara pembayaran; 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh; 
g. Nilai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan 
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.31
 PASAL 4 
Selama menjalankan pekerjaan di perusahaan, PIHAK KEDUA 
menyetujui untuk mengikuti aturan shift dan hari kerja yang berlaku di 
lokasi kerja, mengacu kepada 40 (empat puluh) jam kerja seperti yang 
telah ditetapkan di perusahaan perundangan. 
Mengenai pengaturan shift dan hari kerja pada pasal 4 ini dibuat 
berdasarkan undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan Pasal 77 sebagai berikut:  
                                                          





1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  
2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:  
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.  
PASAL 5 
PIHAK KEDUA telah menyatakan telah menerima dan menyetujui 
bahwa perjanjian ini berakhir tanpa ganti rugi dan atau kompensasi 
apapun, oleh karena: 
1. PIHAK KEDUA melanggar terhadap isi perjanjian ini. 
2. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin 
kerja, sebagaimana ditetapkan dan atau Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Berakhirnya jangka waktu perjanjian ini. 
4. Perjanjian kerja akan gugur demi hukum jika waktunya akan 
berakhir, sekalipun tanpa pemberitahuan Management. 
Pasal 5 menjeaskan bahwa pihak kedua menyetujui bahwa 
perjanjian ini berakhir tanpa ganti rugi dan atau kompensasi apabila 
pihak kedua/tenaga kerja melanggar isi perjanjian, melanggar tata tertib 
dan disiplin kerja, berakhirnya jangka waktu perjanjian, maupun 
perjanjian kerja gugur demi hukum. 
Menurut pasal 61 UU No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan berakhirnya perjanjian kerja sebagai berikut:  
1. perjanjian kerja berakhir apabila:  
a. pekerja meninggal dunia;  





c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan 
kerja.  
2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha 
atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, 
pewarisan, atau hibah.  
3. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak 
pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali 
ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi 
hak-hak pekerja/buruh.  
4. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli 
waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah 
merundingkan dengan pekerja/buruh.  
5. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ 
buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur 






Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX UU No. 13 Tahun 2013. Dalam 
pasal 1 angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa 
perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para 
pihak. Pada pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Hubungan kerja adalah 
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 
UU No. 13 Tahun 2003 ini mengatur dan melegalkan Outsourcing. 
Istilah yang dipakai adalah perjanjian pemborongan atau penyedia jasa 
pekerja/buruh. Melihat dari perjanjian kerja yang dibuat diatas maka 
perusahaan outsourcing PT. Bersama Selaras maupun CV. Afindo Sukses 
Mandiri telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam 
Pasal 64 UU No. 13 Tahun 200332 Jo. Pasal 27 (1) Permenaker No.19 
Tahun 2012.33 Namun dalam hal ini CV. Afindo Sukses mandiri merupakan 
perusahaan yang belum berbadan hukum. 
Berdasarkan Pasal 64 UU No.13 tahun 2003 dapat dikatakan bahwa 
Outsourcing dilakukan dengan perjanjian secara tertulis melalui dua cara, 
yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan, atau penyedia jasa pekerjaan. 
Dengan kata lain,bahwa praktek outsourcing yang dimaksud dalam UU No. 
13 Tahun 2003 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 64, 65, dan 
                                                          
32 Lihat, Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi: Bahwa perusahaan dapat 
mengerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 
33 Lihat, Pasal 27 (1) Permenaker No.19 Tahun 2012, yang berbunyi: Setiap perusahaan 





66, dikenal dalam dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyedia 
jasa pekerja/buruh.34
Perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan outsourcing 
dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja antara karyawan 
outsourcing dengan perusahaan outsourcing biasanya mengikuti jangka 
waktu perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara perusahaan 
outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini 
dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak 
mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing maka pada waktu 
yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan 
perusahaan outsourcing. Bentuk perjanjian kerja yang umum digunakan 
adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Di samping pengaturan bentuk outsourcing yang dilakukan dengan 
cara perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana ketentuan pasal 65 UU 
No. 13 Tahun 2003, dikenal juga bentuk outsourcing yang dilakukan 
dengan cara perjanjian penyediaan jasa pekerja yang diatur dalam pasal 66 
UU No. 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain. 
Menurut pasal 1 ayat 3 Permenaker No. 19 Tahun 2012 perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan 
                                                          





hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan 
kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No.13 Tahun 2003, diatur 
penyerahan pelaksanaan pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh sebagai berikut: 
a. Tidak boleh mempergunakan pekerja/buruh dari perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 
yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan pokok 
(core business) atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
proses produksi adalah jelas bukan kegiatan penunjang dalam suatu 
perusahaan. Yang termasuk kegiatan penunjang antara lain, usaha 
pelayanan kebersihan (cleaning service) usaha pnyediaan makanan bagi 
pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security), usaha jasa 
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan 
angkutan pekerja/buruh. 
b. Penyediaan jasa pekerja/buruh: 
1) Harus memenuhi syarat-syarat : 
a) Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha 
penyedia jasa pekerja/buruh. 
b) Perjanjian dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua 
pihak, melalui perjanjian kerja waktu tertentu jika memenuhi 
persyaratan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 dan/atau 





c) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh.
Dalam hal ini pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) atas 
perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainya sesuai 
dengan yang berlaku diperusahaan pengguna jasa 
pekerja/buruh. Perlindungan tersebut minimal harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d) Perjanjian antara pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib 
memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini. 
2) Merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin 
dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 
c. Jika ketentuan butir a, b. 1) a), b.1) d) dan b. 2) tidak terpenuhi, demi 
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.35
Dasar hukum yang menjadi landasan bahwa jenis perusahan 
outsourcing bentuk perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh berbentuk 
badan hukum tidak dapat dikecualikan seperti pada perusahaan pemborong 
                                                          





pekerjaan. Artinya perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh sebagai 
perusahaan outsourcing tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang tidak 
berbadan hukum.  
Perusahaan penyedia jasa pekerja harus berbadan hukum yang dalam 
kegiatan usahanya adalah menyediakan jasa pekerja/buruh untuk 
dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan dan wajib memiliki izin 
operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
di Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, 
sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 jo pasal 24 
Permenaker Nomor 19 Tahun 2012.  
Dalam pasal 24 Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 ditentukan bahwa 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan: 
a) Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b) Memiliki tanda daftar perusahaan; 
c) Memiliki izin usaha; 
d) Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 
e) Memiliki izin operasional; 
f) Mempunyai kantor dan alamat tetap; dan  
g) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan.36
Artinya pasal 24 mensyaratkan perusahan yang dapat bertindak 
sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang 
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berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini, koperasi, yayasan, firma, 
CV tidak boleh bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  
Hal lain yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian penyedia 
jasa pekerja/buruh sebagaimana yang ditentukan pada pasal 27 Permenaker 
Nomor 19 Tahun 2012 antara lain: 
1) Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat 
perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh. 
2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan 
kepada instansi yang bertangung jawab dibidang ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota tempat pekerjaan dilaksanakan. 
3) Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan 
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 
4) Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan biaya.37
Dengan persyarat khusus yang telah diuraikan diatas dalam membuat 
perjanjian outsourcing juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 
secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 
1) Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri 
2) Adanya kecakapan hukum untuk melakukan/membuat perjanjian 
                                                          
37 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-





3) Adanya suatu hal/objek yang diperjanjikan 
4) Adanya suatu sebab yang halal. 
Konsep dasar outsourcing
                                               Perjanjian penyediaan  
                                                   jasa pekerja 
perjanjian kerja 
Hubungan hukum yang tercipta antara tenaga kerja dengan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh mulai dinyatakan eksis ketika tercapainya kata 
sepakat yang tertuang dalam perjanjian kerja. Dalam konsep outsourcing, 
perjanjian kerja menjadi penanda bahwa tenaga pekerja hanya memiliki 
hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan.  
Perlu ditekankan bahwa pekerja outsourcing hanya mempunyai 
hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing bukan dengan perusahaan 












pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.38
Hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan 
perusahaan pemberi pekerjaan terbit sejak disepakatinya perjanjian alih 
daya (outsourcing agreement). Perjanjian alih daya bukan antara para 
tenaga kerja dengan perusahaan pemberi kerja, tetapi perusahaan penyedia 
jasa tenaga pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.39  
Apabila perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan PT sesuai 
dengan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan maka demi 
hukum hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh beralih ke perusahaan pemberi kerja.  
Dalam konteks ini, perusahaan pemberi kerja tidak dapat mengelak 
untuk mempekerjakan para pekerja yang telah ditempatkan perusahaan 
tersebut. Artinya perusahaan pemberi kerja mau tidak mau harus menerima 
peralihan status hubungan kerja yang sebelumnya terikat dalam perjanjian 
kerja dengan perusahaan outsourcing/perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara perusahaan pemberi 
kerja dengan pekerja/buruh. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan 
hubungan hukum antara tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang tidak berbadan hukum dalam hal ini CV. Afindo Sukses 
Mandiri masih tetap berjalan sebagaimana buruh dan majikan. CV. Afindo 
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Sukses Mandiri tetap melakukan hubungan hukum dalam hal hak dan 
kewajiban antara kedua pihak yang seharusnya kewajiban tersebut 
dilakukan oleh perusahaan penyedia pekerjaan. Hal ini menunjukan bahwa 
Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak berjalan baik di 
masyarakat. 
C. Penyelesaian Wanprestasi antara Tenaga Kerja dengan Perusahaan 
Outsourcing (vendor) yang Berbadan Hukum dan yang Tidak Berbadan 
Hukum. 
Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah 
memenuhi pretasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa 
ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak 
terlaksana dengan adanya wanprestasi yang dilakukan, kaitanya dalam hal 
ini pihak dalam perjanjian merupakan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
pekerja itu sendiri. 
Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan suatu hubungan 
hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja. Adakalanya 
hubungan itu mengalami suatu perselisihan. Perselisihan itu dapat terjadi 
pada siapapun yang sedang melakukan hubungan hukum. 
Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal 
dapat terjadi menganai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan 
ketenagakerjaan yang belum ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, 





perundang-undangan.40 Berikut ini merupakan cara-cara penyelasaian 
wanprestasi sesuai dengan perjanjian kerja yang terdapat dalam perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh pada CV. Afindo Sukses Mandiri dan PT. 
Bersama Selaras. 
1. Penyelesaian Wanprestasi pada CV. Afindo Sukses Mandiri 
SANKSI-SANKSI 
a. Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap 
kewajibannya akan dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA 
sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut.  
b. Apabila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian maka akan 
diberikan sanksi/surat peringatan, yang terdiri dari 3 kriteria 
pelanggaran: 
i. Surat Peringatan Pertama (I) untuk pelanggaran ringan seperti : 
sering terlambat, tidak mengenakan seragam, tidur ditempat 
kerja, dan tidak menaati peraturan yang ada dalam lingkungan 
kerja. 
ii. Surat Peringatan Kedua (II) untuk pelanggaran tingkat 
menengah seperti: lalai dalam pekerjaan, dengan sengaja 
mengabaikan peraturan,dan tidak menaati arahan maupun 
perintah dari atasan. 
iii. Surat Peringatan Ketiga (III) untuk pelanggaran berat seperti: 
tidak cakap melakukan pekerjaan, merugikan teman sejawat 
secara materi, mengancam keselamatan orang lain, bekerja 
serampangan, bertindak ceroboh, dan tidak mengikuti 
peraturan keselamatan kerja. 
Seseorang akan diberhentikan secara tidak hormat apabila sudah 
menerima SP III tetapi masih melakukan kesalahan yang sama. Untuk 
pelanggaran berat dapat diganjar pemecatan, sekalipun sebelumnya 
belum pernah dikenakan SP I, SP II, SP III yaitu: terlibat pencurian, 
narkoba, perkelahian, perjudian, perbuatan asusila, penyalahgunaan 
jabatan, membocorkan rahasia perusahaan dan dengan ceroboh/sengaja 
merusak asset milik perusahaan. 
                                                          





Dalam perjanjian ini mengenai sanksi-sanksi yang telah 
disepakati antara kedua belah pihak, apabila pihak kedua/tenaga kerja 
melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya maka pihak pertama 
akan mengenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran 
yang dilakukan. Terdapat 3 kriteria dalam pemberian surat peringatan, 
yaitu: 
a) Surat Peringatan Pertama (SP1) apabila pihak kedua/tenaga kerja 
sering terlambat datang, tidak mengenakan seragam, tidur maupun 
tidak menaati peraturan perusahaan pemberi kerja. 
b) Surat Peringatan Kedua (SP II) diberikan kepada pihak 
kedua/tenaga kerja yang lalai dalam bekerja, dengan sengaja 
mengabaikan dan tidak menaati arahan maupun perintah atasan. 
c) Surat Peringatan Ketiga (SP III) untuk tenaga kerja yang tidak 
cakap dalam pekerjaanya, merugikan teman, hingga mengancam 
keselamatan orang lain.  
Maka tenaga kerja yang akan diberhentikan apabila telah 
mendapatkan SP III tetapi masih melakukan kesalahan yang sama. 
Untuk pelanggaran berat misalnya, pencurian, narkoba, perbuatan 
asusila, dan yang lainya akan langsung dilakukan pemecatan sekalipun 
belum pernah dikenakan SP I, SP II, SP III. 
Pemberian Surat Peringatan kepada pihak kedua/tenaga kerja 
yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya memang 
sering digunakan dalam perjanjian kerja, hal ini dibuat agar tenaga kerja 
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lebih bertanggung jawab dengan tugas pekerjaan yang di embannya.41
Dalam perjanjian ini pun juga dijelaskan mengenai penyelesaian 
perselisihan. 
PERSELISIHAN 
a. Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak, maka keduanya
sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
kekeluargaan. Tetapi bila tidak tercapai, maka kedua belah pihak
akan menyelesaikan melalui hukum yang berlaku di Indonesia
tempat domisili PIHAK PERTAMA dan KEDUA.
Perselisihan sering terjadi karena salah satu pihak baik pihak 
petama maupun pihak kedua tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan 
apa yang telah diperjanjikan sehingga merugikan pihak yang lainnya. 
Dalam perjanjian kerja CV. Afindo Sukses Mandiri dengan tenaga kerja 
telah disepakati apabila suatu hari terjadi perselisihan maka akan 
diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Tetapi jika 
masih tidak menemukan titik terang maka kedua belah pihak sepakat 
menyelesaikan melalui jalur hukum tempat domisili pihak pertama dan 
kedua. 
2. Penyelesaian Wanprestasi pada PT. Bersama Selaras
PASAL 8 
Apabila terjadi suatu perselisahan maka segala akibat yang timbul, 
KEDUA BELAH PIHAK sepakat dan setuju menyelesaikan setiap 
perselisihan yang timbul pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan setempat. 






Lain halnya dengan CV. Afindo Sukses Mandiri, PT. Bersama 
Selaras dalam isi perjanjian kerjanya tidak mencantumkan mengenai 
Surat Peringatan jika terdapat perkerja/buruh melakukan wanprestasi.
Namun dalam pelaksanaannya PT. Bersama Selaras tetap melaksanakan 
prosedur Surat Peringatan pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat 
peringatan Ketiga seperti halnya yang dilakukan oleh CV. Afindo 
Sukses Mandiri.42
Dalam pasal 8 diatas PT. Bersama Selaras dengan pihak kedua 
untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul pada instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Hal ini 
berdasarkan ketentuan pasal 136 UU No. 13 Tahun 2003 bahwa 
penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh 
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara 
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) 
tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 
melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
diatur dengan Undang-undang.43
Menurut petentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004: 
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“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan 
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha 
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai 
hak, peerselisihan mengenai kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilaksanakan 
melalui pengadilan hubungan industrial atau di luar pengadilan 
hubungan industrial. Prinsip penyelesaian hubungan industrial adalah: 
1) Wajib dilaksanakn oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 
ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003) 
2) Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh 
menyelesaikan perselisihan hubungan insdutrial melalui prosedur 
yang diatur undang-undang (Pasal 136 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003)44
Prinsip di atas haruslah menjadi pegangan bagi para pihak dalam 
menghadapi dan menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi 
sehingga sedapat mungkin setiap terjadi perselisihan selalu 
mengedapankan musyawarah melalui perundingan bipartit di tingkat 
perusahaan. Jangan sebaliknya, setiap terjadi perselisihan harus sampai 
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
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(mediasi), konsoliasi, arbitrase, ataupun ke pengadilan hubungan 
industrial.  
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, 
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditempuh dalam 
4 tahap. Keempat tahap berikut ini akan diuraikan satu persatu. 
1. Bipartit 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 
2 Tahun 2004. Perundingan bipartit adalah perundingan antara 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh untuk 
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Upaya bipartit 
diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2004. 
Lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit 
meliputi keempat jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara 
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan 
penyelesaianya terlebih dahhulu melalui perundingan bipartit 
secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Diselesaikan paling 
lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila 
perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak 
mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab 
dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti 





Apabila perundingan dapat mencapai kesepakatan 
penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani 
oleh para pihak. Perjanjian Bersama itu mengikat dan menjadi 
hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. 
2. Mediasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 
2 Tahun 2004, mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya 
disebut mediasi adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar 
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui 
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator 
netral.  
Upaya mediasi diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 
Undang-undang No. 2 Tahun 2004. Penyelesaian perselisihan 
melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap 
kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota.  
Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian 
Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh 
mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan 






Lembaga penyelesaian perselisihan yang berwenang untuk 
menjadi penengah dalam perselisihan kepentingan, perselisihan 
PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 
2 Tahun 2004, konsoliasi hubungan industrial yang selanjutnya 
disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, 
perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar 
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui 
musyawarah yang ditangahi oleh seorang atau lebih konsiliator 
yang netral. Kertentuan pada Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 
2 Tahun 2004, konsiliator hubungan indutrial yang selanjutnya 
disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi 
syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang 
bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran 
tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 
atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 
satu perusahaan.  
4. Arbitrase 
Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial 





kepentingan dan perselisihan antara SP/SB dalam satu Perusahaan 
(Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor2 Tahun 2004) 
5. Pengadilan Hubungan Industrial 
Dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui konsiliasi atau 
mediasi salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan 
kepada pengadilan hubungan indutrial. Yang perlu diingat bahwa 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan 
ditempuh sebagai alternatif terakhir dan secara hukum ini bukan 
merupakan kewajiban bagi para pihak yang berselisih, melainkan 
merupakan hak. Tidak jarang ditemui adanya aparat atau sebagian 
pihak yang salah persepsi terhadap hal ini. Jadi, mengajukan atau 
tidak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial 
hanya merupakan hak para pihak, bukan kewajiban.45
Jika kita melihat dua perjanjian kerja outsourcing yang telah saya 
uraikan sebelumnya, baik perjanjian kerja CV. Afindo Sukses Mandiri 
maupun PT. Bersama Selaras tidak dicantumkan secara jelas mengenai 
mekanisme/sistematika yang dilakukan dalam penyelesaian wanpretasi. 
Adapun mekanisme yang digunakan oleh CV. Afindo Sukses Mandiri 
hanya pada tahapan SP I, SP II, SP III, dan pemecatan secara tidak 
hormat apabila tenaga kerja melakukan wanprestasi di perusahaan 
pemberi kerja. Serta penyelesaian dengan cara musyawarah dan 
kekeluargaan ketika terjadi suatu persilisihan. Hal ini sesuai pasal 161 
                                                          





ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa tahap-
tahap penyelesaian sengketa dengan diberikannya surat peringatan 
pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing surat peringatan 
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.  
Hal ini sedikit berbeda dengan penyelesaian permasalahan yang 
terdapat dalam perjanjian kerja antara PT. Bersama Selaras dengan 
tenaga kerja, PT. Bersama Selaras memilih untuk menyelesaikan secara 
langsung di instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
Seharusnya isi dari perjanjian kerja PT. Bersama Selaras mencatumkan 
penyelesaian permasalahan dengan cara musyawarah untuk tercapainya 
mufakat sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.46
Wanprestasi yang banyak dilakukan oleh tenaga kerja adalah 
keterlambatan tenaga kerja saat hadir di perusahaan pengguna jasa 
pekerja, hal ini menyebabkan perusahaan merasa dirugikan atas 
kejadian tersebut dan melaporkan pada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh. Sehingga perusahaan Outsourcing mau tidak mau harus 
memberikan surat peringatan kepada tenaga kerja yang melakukan 
wanprestasi agar tidak mengulangi perbuatannya. 
Hal semacam ini seakan-akan membawa dampak bahwa setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja merupakan murni 
kelalaian dari tenaga kerja itu sendiri, namun jika kita kaji secara 
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mendalam wanprestasi yang dilakukan oleh tenaga kerja bisa jadi 
karena perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak kompeten dalam 
memberikan hak-hak pekerja tersebut sehingga para tenaga kerja tidak 
melaksanakan tanggung jawab pekerjaanya dengan maksimal.  
Seperti halnya wawancara yang saya lalukan dengan salah satu 
tenaga kerja, yang dimana perusahaan Outsourcing pernah melakukan 
pemberhentian kontrak dengan dasar sudah tidak diperpanjang. Hal ini 
memang biasa terjadi dalam perjanjian kerja, yang membuat hal ini 
mengecewakan bagi pihak tenaga kerja karena pemberhentian itu terjadi 
sebelum hari lebaran yang dimana seharusnya para pekerja tersebut 
mendapatkan haknya berupa Tunjangan Hari Raya. Namun tidak dapat 
diterima karena habisnya masa kontrak. Hal semacam inilah yang 
akhirnya menyebabkan sistem Outsourcing yang ada dirasa tidak 
berpihak kepada tenaga kerja dan cenderung merugikan para pekerja. 
Lain halnya jika hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat 
diberikan sesuai dengan yang diperjanjikan maka sistem Outsourcing 
dapat membantu mengurangi pengangguran. 
Pada dasarnya setiap permasalahan hubungan indutrial yang 
diselesaikan di instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan akan selalu dilayani dengan baik walaupun perjanjian 
yang dibuat oleh pengusaha dan tenaga kerja tidak didaftarkan di 
instansi tersebut. Terlepas dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 





Apabila melihat Pasal 23 ayat (1) Permanaker No. 19 Tahun 
201247, maka seharusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan 
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota apabila perjanjian kerja tersebut tidak 
didaftarkan.  
Hal ini yang sebenarnya menyebabkan aturan yang ada tidak 
dapat dilaksanakan secara meksimal. Instansi yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagkerjaan tidak berdaya untuk melakukan penegakan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan 
akan terjadi banyak permasalahan, baik dari pihak perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh maupun dari pekerja/buruh itu sendiri. Akan banyak 
pengangguran dimana-mana, bahkan bisa terjadi penolakan besar-
besaran dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.48
                                                          
47 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-
syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 
48 Wawancara dengan Bapak Kasiadi selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial di Kantor 
Tenaga Kerja Kota Malang. 
